GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL

Menimbang :

Mengingat

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemben-

tukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-

tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.
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12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-

tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem

bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin-
tahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar

Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
29);



Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
86);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris

. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Daerah Provinsi Jawa Tengah.

. Badan adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
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11.

12.

(1)
(2)

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan
tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya
disebut UPT PTSP adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang
menangani perizinan dan non perizinan.

. Kepala UPT PTSP yang selanjutnya disebut Kepala PTSP adalah Kepala Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal,
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tang-
gung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT PTSP.
UPT PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada
Badan.

BAB III

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

PTSP merupakan UPT pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelayanan
Administratif Perizinan dan Non Perizinan.



Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
PTSP menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

penyusunan rencana teknis operasional pelayanan administratif perizinan
dan non perizinan terpadu satu pintu;

pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan administratif perizinan
dan non perizinan terpadu satu pintu;

pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan
administratif perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;

. pengelolaan ketatausahaan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT PTSP terdiri dari :
Kepala PTSP;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan Perizinan;

Seksi Pelayanan Non Perizinan,;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Paao T

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala PTSP.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala PTSP.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok

dan bertanggung jawab Kepala PTSP.

Bagan Organisasi UPT PTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala PTSP

Pasal 7

Kepala PTSP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.



Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pro-
gram, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perleng-
kapan.
Paragraf 3
Seksi Pelayanan Perizinan

Pasal 9

Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan kegiatan pelayanan Perizinan

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Non Perizinan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Non Perizinan.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan se-
suai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoor-
dinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentu-
kan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tu-
gasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala PTSP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi
dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam
memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

(1) Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala PTSP, Kepala Subbagian dan
Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

BAB V
ESELONISASI
Pasal 18
(1) Kepala PTSP merupakan jabatan struktural eselon Illa.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon
IVa.



BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19
Kepala PTSP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di-

angkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan ketatalaksanaan UPT PTSP
diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 21
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
BIBIT WALUYO
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 74.
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